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 Abstract: The realization of self-reliant villages is a crucial pillar 

in fostering prosperous and competitive communities amid rapid 

development. Accurate and comprehensive data management of 

village community organizations (Lembaga Kemasyarakatan 

Desa, LKD) is essential for informed decision-making, meticulous 

planning, and effective program implementation. This article 

discusses the role of Focus Group Discussions (FGDs) in 

enhancing LKD data collection processes. FGDs serve as an 

effective method to gather in-depth information and diverse 

perspectives from stakeholders, facilitating the identification of 

needs and challenges, formulation of effective data collection 

strategies, and fostering commitment and collaboration among 

participants. The outcomes of these FGDs include more accurate 

and relevant data, enhanced human resource capacities, and 

improved village self-reliance. This approach underscores the 

importance of collective effort and strategic planning in achieving 

genuine village autonomy, leveraging the spirit of cooperation and 

collaboration to build resilient and thriving communities.   
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Abstrak 

Mewujudkan desa mandiri merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan 

berdaya saing di tengah perkembangan yang pesat. Pengelolaan data yang akurat dan komprehensif dari Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat, perencanaan yang matang, 

dan pelaksanaan program yang efektif. Artikel ini membahas peran Focus Group Discussion (FGD) dalam 

meningkatkan proses pendataan LKD. FGD menjadi metode yang efektif untuk menggali informasi mendalam 

dan perspektif beragam dari pemangku kepentingan, memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan tantangan, 

perumusan strategi pendataan yang efektif, serta membangun komitmen dan kolaborasi di antara peserta. Hasil 

dari FGD ini meliputi data yang lebih akurat dan relevan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 

kemandirian desa yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya kolektif dan perencanaan 

strategis dalam mencapai kemandirian desa yang hakiki, memanfaatkan semangat gotong royong dan kolaborasi 

untuk membangun masyarakat yang tangguh dan sejahtera. 

 

Kata Kunci: Kemandirian Desa, Pendataan, Lembaga Kemasyarakatan, Focus Group Discussion (FGD), 

Pembangunan Desa. 

 

 

 

PENDAHULUAN  

Lembaga kemasyarakatan desa memegang peran penting dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki fungsi yang beragam, mulai dari 

pengelolaan dana desa hingga menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Dalam 

konteks pengelolaan dana desa, masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki 

peran vital dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa guna mencegah 
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penyalahgunaan kekuasaan (Riyatna & Gayatri, 2021). Partisipasi masyarakat desa dalam 

pengelolaan dana desa dianggap krusial karena masyarakat desa memiliki pemahaman yang 

lebih baik terkait potensi dan permasalahan yang ada di desa (Riyatna & Gayatri, 2021). 

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa juga berperan dalam mengawasi alokasi dana 

desa, seperti yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi 

penggunaan dana desa di tingkat desa (Haipon & Watu, 2021). Dalam konteks ini, transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam mendorong 

kemajuan pemerintahan desa (Muhtar et al., 2022). Melalui peningkatan kapasitas aparat desa 

dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, diharapkan proses pengelolaan keuangan 

desa dapat ditingkatkan secara signifikan (Muhtar et al., 2022). 

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat 

desa. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam membangun basis sosial ekonomi 

lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Ahmad et al., 2019). 

Dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, diharapkan mereka dapat 

menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan lebih optimal, sehingga hasil kerjanya dapat lebih 

maksimal (Kaiyo & Mina, 2018). Didalam PP  Nomor  47  Tahun  2015 sudah disebutkan  

harus  tercipta desa  yang  mandiri  dan LKD, BUMDes merupakan lembaga yang ada didesa 

yang memiliki peran untuk mendukung desa menjadi desa mandiri (Sunaryono S, Salahuddin 

& Dilla, 2019) (Sunaryono et al., 2022). 

Dalam konteks pembangunan pedesaan, konsep pemberdayaan sangat erat kaitannya 

dengan pengurangan kemiskinan dan praktik berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa 

pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan dapat secara signifikan berkontribusi pada 

pengentasan kemiskinan (Khan, 2017). Selain itu, inisiatif seperti Program Dana Desa di 

Indonesia telah menunjukkan efektivitas strategi yang ditargetkan sesuai dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam mempromosikan pembangunan pedesaan 

(Permatasari et al., 2021). Investasi negara juga ditemukan memiliki korelasi langsung dengan 

pemberdayaan pedesaan, menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembangunan 

pedesaan yang berkelanjutan (Ganjipour et al., 2020). 

Dalam keseluruhan konteks ini, lembaga kemasyarakatan desa menjadi ujung tombak 

dalam menjembatani antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait 

lainnya. Dengan peran yang strategis ini, lembaga kemasyarakatan desa memiliki tanggung 

jawab besar dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 
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METODE 

Dalam penelitian "Mewujudkan Desa Mandiri: FGD Pendataan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa," metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan penelitian 

tindakan partisipatif dengan kombinasi metode kualitatif seperti FGD dan wawancara semi-

struktur (Islam & Inan, 2021). Penelitian ini juga akan melakukan tinjauan pustaka sistematis 

untuk memahami praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha milik desa 

serta mengumpulkan data empiris melalui survei dan teknik pengumpulan data lainnya. 

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal juga akan dilakukan untuk memastikan 

keberlanjutan proyek pemberdayaan desa. 

Metodologi penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran modal sosial dalam 

mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi (Mahato et al., 2022), 

serta menyoroti pentingnya jaringan sosial dalam mendorong perubahan positif. Dengan 

pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, penelitian ini bertujuan untuk 

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan di daerah pedesaan. 

HASIL  

Kegiatan FGD Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan untuk 

memberdayakan komunitas pedesaan melalui pendekatan partisipatif. Pemberdayaan di 

lingkungan pedesaan telah terbukti menghasilkan hasil positif bagi individu dan organisasi 

(Amundsen & Martinsen, 2015). Strategi seperti telemedisin dan pemanfaatan penyedia 

layanan kesehatan gigi tingkat menengah telah efektif dalam meningkatkan akses ke layanan 

kesehatan di daerah terpencil (Estai et al., 2016). Selain itu, peran TIK, seperti telecentre, 

sangat penting dalam memberdayakan komunitas pedesaan, terutama perempuan, dengan 

menyediakan akses ke informasi dan layanan (Alao et al., 2017). 

Hasil kegiatan FGD  yang dilaksanakan di Hotel Harris Pontianak menunjukkan bahwa 

partisipasi aktif komunitas lokal merupakan kunci utama dalam pemberdayaan desa. Kegiatan 

ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari beberapa desa yang ada di provinsi 

Kalimantan Barat dan perwakilan dari beberapa kelurahan yang ada di kota Pontianak dan kota 

Singkawang, termasuk perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan anggota lembaga 

kemasyarakatan desa. Partisipasi yang tinggi menunjukkan antusiasme dan komitmen 

komunitas untuk terlibat dalam proses pemberdayaan desa, yang memperkaya diskusi dan 

memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan desa. 
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Gambar 1. Kegiatan FGD Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Melalui diskusi yang intensif, teridentifikasi bahwa lembaga-lembaga seperti Karang 

Taruna, PKK, LPM, dan Kelompok Tani memainkan peran vital dalam berbagai aspek 

kehidupan desa. Karang Taruna aktif dalam mengembangkan potensi pemuda, PKK berfokus 

pada kesejahteraan keluarga, LPM memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

dan Kelompok Tani meningkatkan produktivitas pertanian. Keberadaan dan fungsi lembaga-

lembaga ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di desa-desa 

tersebut. 

 

Gambar 2. Penyampaian Pengantar kegiatan FGD LKD 

Hasil pemetaan juga mengungkapkan kebutuhan mendesak akan peningkatan 

kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan infrastruktur yang memadai. Peserta FGD 

mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama seperti pelatihan dan pengembangan 

keterampilan, penyediaan akses terhadap modal usaha dan teknologi pertanian, serta 
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peningkatan infrastruktur desa. Selain itu, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan 

dana dan sumber daya manusia yang terampil, kurangnya kerjasama antara lembaga 

kemasyarakatan dan pemerintah desa, serta kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan 

untuk pengembangan desa. 

Pentingnya pendataan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga menjadi sorotan 

utama dalam FGD ini. Pendataan yang akurat dan terperinci tentang LKD sangat diperlukan 

untuk memahami kapasitas dan potensi setiap lembaga dalam mendukung pembangunan desa. 

Dengan data yang komprehensif, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat 

merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi yang dihasilkan 

mencakup penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, fasilitasi akses ke sumber daya, 

peningkatan kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait, serta 

pengembangan infrastruktur dasar. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan 

partisipatif dan kolaboratif dalam merumuskan kebijakan serta program untuk mendukung 

pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-

rekomendasi ini, diharapkan desa-desa di sekitar Pontianak dapat mencapai kemandirian dan 

kesejahteraan yang lebih baik. 

DISKUSI  

Hasil penelitian dari kegiatan FGD "Mewujudkan Desa Mandiri: Pendataan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa" yang dilaksanakan di Hotel Pontianak mengungkapkan beberapa 

temuan penting yang sangat relevan untuk pemberdayaan desa. Partisipasi aktif dari berbagai 

pemangku kepentingan menunjukkan bahwa komunitas desa sangat antusias dan berkomitmen 

untuk terlibat dalam proses ini. Peserta dari beberapa perwakilan desa berbeda memberikan 

perspektif yang kaya dan mendalam, yang membantu mengidentifikasi berbagai lembaga 

kemasyarakatan desa (LKD) serta peran vital mereka dalam kehidupan desa. 

Diskusi intensif yang terjadi mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga seperti Karang 

Taruna, PKK, LPM, dan Kelompok Tani memainkan peran yang sangat signifikan. Karang 

Taruna, misalnya, aktif dalam mengembangkan potensi pemuda melalui berbagai program 

keterampilan dan kegiatan sosial. PKK berfokus pada meningkatkan kesejahteraan keluarga 

dengan program kesehatan dan ekonomi, sementara LPM memfasilitasi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa. Kelompok Tani berperan penting dalam meningkatkan 

produktivitas pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan. Keberadaan dan fungsi lembaga-

lembaga ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di desa-desa 

tersebut. 
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Lebih lanjut, hasil pemetaan mengungkapkan kebutuhan mendesak akan peningkatan 

kapasitas lembaga, akses terhadap sumber daya, dan pengembangan infrastruktur yang 

memadai. Peserta mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama seperti pelatihan keterampilan 

dan pengembangan kapasitas, penyediaan modal usaha dan teknologi pertanian, serta 

peningkatan infrastruktur desa. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan dana dan 

sumber daya manusia yang terampil, kurangnya kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan 

dan pemerintah desa, serta kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan. 

Pentingnya pendataan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga menjadi fokus utama 

dalam diskusi ini. Pendataan yang akurat dan terperinci sangat penting untuk memahami 

kapasitas dan potensi setiap lembaga dalam mendukung pembangunan desa. Data yang 

komprehensif memungkinkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Selain itu, 

pendataan LKD dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan masing-masing 

lembaga, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat guna dan berdampak positif 

jangka panjang. 

Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini mencakup beberapa langkah strategis, 

seperti penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, peningkatan akses ke sumber daya, dan 

pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan dan 

pihak-pihak terkait harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam proses 

pembangunan. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dan 

kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Implementasi dari 

rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu desa-desa di sekitar Pontianak 

untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. 

Dalam inisiatif pembangunan pedesaan seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, 

keterlibatan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat memainkan peran yang sangat 

penting. Studi seperti yang dilakukan oleh (Panudju et al., 2021)  dan (Khan, 2017) 

menekankan pentingnya pemberdayaan lembaga masyarakat lokal seperti Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian oleh (Noerdin et al., 2023) 

menyoroti tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi lembaga masyarakat desa 

akibat kompleksitas demografis dan masalah administratif. 

Dalam konteks mempromosikan desa mandiri, studi oleh (Sidik, 2015) menekankan 

pentingnya memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan tujuan artikel untuk memberdayakan komunitas pedesaan melalui penilaian dan 
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peningkatan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, penelitian oleh (Al-Fatih, 2022) tentang 

mendidik masyarakat dalam merancang peraturan desa berdasarkan nilai-nilai religius 

menunjukkan pendekatan multifaset yang diperlukan untuk pembangunan pedesaan yang 

holistik. 

Untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang efektif, karya (Ilhamdi 

et al., 2021) tentang penguatan lembaga kemasyarakatan di Lombok Timur memberikan 

wawasan tentang strategi pembangunan kapasitas yang berhasil. Selain itu, studi oleh 

(Tuhumury & Wance, 2020) tentang mempromosikan tata kelola yang baik dalam keuangan 

desa menekankan pentingnya manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dalam 

mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. 

KESIMPULAN  

Artikel ini membahas aspek krusial pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan, 

khususnya di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat penting untuk pembangunan berkelanjutan 

dan peningkatan kualitas hidup di desa-desa. Melalui implementasi berbagai program dan 

strategi, seperti inisiatif pemberdayaan pemuda dan konservasi sumber daya alam yang 

terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, desa-desa dapat menjadi mandiri dan sejahtera. Upaya-

upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan tetapi juga mempromosikan 

keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Program pemberdayaan pemuda merupakan komponen penting dalam pengembangan 

masyarakat, karena berperan signifikan dalam meningkatkan efikasi diri dan harga diri di 

kalangan remaja. Dengan menerapkan model yang dirancang dengan baik, teori perubahan 

yang jelas, dan desain studi dampak yang ketat, program pemberdayaan yang berkelanjutan 

dapat dibangun untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, 

kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan memupuk tata kelola yang baik sangat 

penting untuk membangun komunitas yang kuat dan tangguh melalui inisiatif pemberdayaan 

ekonomi. Dengan fokus pada kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi, desa-desa dapat 

memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif, menarik wisatawan, dan menciptakan 

peluang ekonomi bagi penduduk lokal. 

Sebagai kesimpulan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sangat penting 

untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas 

pedesaan. Dengan mengintegrasikan inisiatif pemberdayaan pemuda, mempromosikan 

konservasi sumber daya alam melalui kegiatan ekonomi, dan menekankan kolaborasi serta tata 

kelola yang baik, desa-desa dapat mencapai kemandirian dan kemakmuran. Upaya-upaya ini 
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tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pengelolaan 

lingkungan yang baik dan ketahanan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan desa-desa 

yang berdaya dan mandiri. Dan semua itu terlaksana atas dukungan lembaga kemasyarakatan 

desa yang ada di desa yang harus didata untuk bisa dikembangkan kedepannya. 
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